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ABSTRAK

Dalam konstruksi hukum Islam, ijmak — menurut mayoritas ulama —
merupakan salah satu sumber dari masadir al-ahkam setelah al-Qur’an dan sunnah.
Peranannya dalam membangun integritas umat Islam pasca sepeninggalnya Nabi
telah menjadi sumber inspirasi para ulama-ulama besar seperti Imam asy-Syafi’i
untuk mengukuhkannya sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai

otoritas yang tinggi, sehingga menimbulkan mainstream di kalangan para ulama,. .
khususnya Sunni, bahwa ijmak memiliki sifat infallible. Dalam artian, bahwa sebuah . ..

ketetapan hukum yang diputuskan melalui proses ijmak tidak boleh dibatalkan oleh
bentuk ketetapan lain termasuk ijmak itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari ketatnya
perizinan ijtihad dengan salah satunya tidak boleh menyalahi ijmak yang berlaku.
Namun terlepas dari status ijmak tersebut, sebenarnya para ulama menyepakati
eksistensi ijmak tidak secara keseluruhan. Ada sebagian kelompok seperti az-Zahiri
mengingkari keberadaan ijmak dan sebagian ada yang menerimanya dengan syarat.

Klasifikasi sikap ulama terhadap ijmak di atas perlu untuk dikaji ketika kita
ingin mengetahui bangunan pemikiran hukum Islam seorang ulama. Dalam skripsi
ini, penyusun mengajukan seorang ulama bernama Najmuddin at-Tufi untuk
dipelajari dari perspektif ijmak. Tokoh ini merupakan ulama yang terkenal dengan
pemikiran radikalnya seputar paham maslahat. Salah satu teorinya menyatakan bahwa
apabila terjadi ta’arud antara ijmak dan maslahat pada wilayah mu’amalah (bukan
ibadah), maka yang harus diprioritaskan adalah maslahat dengan jalan fakhsis.
Konsepsinya tersebut menimbulkan asumsi sementara bahwa ia adalah termasuk
kelompok yang menerima ijmak dengan syarat hanya pada wilayah ibadah. Namun
dalam kaidah wusuliyyah terdapat kaidah yang menyatakan bahwa “asal hukum ibadah
adalah batal kecuali ada dalil yang menyerukannya”. Kaidah lain menyatakan bahwa
“hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang ditetapkan”. Artinya pada
dasarnya permasalahan ibadah merupakan wilayah mutlak Syari’. Manusia tidak
berwenang untuk ikut andil berijtihad dalam menetapkannya. Alih-alih ijmak adalah
kesepakatan ulama atau umat Islam yang penetapannya melalui proses ijtihad.
Dengan demikian timbul satu asumsi bahwa wilayah ibadah bukan merupakan
kompetensi ijmak. Dengan kapasitasnya sebagai seorang ulama dengan karya-karya
besarnya, seharusnya pemikiran at-Tufi’ memiliki pengatuh yang besar terhadap
perkembangan hukum Islam. Namun ternyata teori maslahat yang dibarigunnya
bukanlah maslahat sebagaimana yang diakui oleh mayoritas ulama.

Dari ulasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan at-Tufi
yang mengatakan bahwa ia hanya menerima ijmak dalam wilayah ibadah tidak dapat
dipertahankan. Bahkan bisa klaim ia adalah termasuk ulama yang menolak ijmak
secara mutlak, dikarenakan tidak adanya kompetensi ijmak dalam wilayah ibadah.
Dan dengan pemikirannya yang radikal tersebut, karena menggunakan maslahat yang
tidak diakui oleh mayoritas ulama (mulghah) maka konsekuensinya adalah bahwa
pemikirannya tentang ijmak tidak mendapatkan tempat untuk bisa memberi pengaruh
yang sagnifikan dalam sejarah perkembangan ijmak.
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“Suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang

yang bodoh” (Al-A’raf : 199)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987.
Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No. Arab Nama Latin Nama
L. | alif - Tidak dilambangkan
2. o ba’ b -
3. <o ta’ t -
4, & sa' 8 s dengan titik di atas
3. d jim j -
6. z ha' h ha dengan titik di bawah
7. a kha’ kh -
8. ) dal d -
9. K} zal z zet dengan titik di atas
10. B ra’ I -
11. 3 zai z -
12. o sin s -
13. S syin sy -
14. P sad S es dengan titik di bawah
15. P dad d de dengan titik di bawah
16. b ta’ t te dengan titik di bawah




17. b za’ z zet dengan titik di bawah
18. ¢ ‘ain ¢ koma terbalik di atas
19. ¢ gain g -
20. - fa’ f -
21. S qaf q -
22. 4 kaf k -
23. J lam 1 -
24. ¢ mim m -
25. 0 nun n -
26. 9 waw w -
27. —a ha’ h -
28. s hamzah < Apostrop
29. S ya’ y -
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau difiong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
I | e fathah a At-Tufi
2. | e Kasrah i [jmak
3. | dammah u 8)
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Contoh:
S - Kataba <24 — Yazhabu

Jew — Swila 53 — Zukira
2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1. — Fathah dan ya’ ai a dan ijmak
2. j—— Fathah dan waw au adanu
Contoh:
&S 1 Kaifa Je  : Haula

C. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trasliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda V(fkal Nama Latin Nama
1. — Fathah.dan alif a abergaris atas
2. o ’ Fathah dan alif layyinah a a bergaris atas
3. L kasrah dan ya’ 1 i bergaris atas
4. — ‘ dammah dan waw i u bergaris atas

Contoh:
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O gt : Tuhibbiina oW : al-lnsan
) : Rama J8  :Qila
D. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi 7a’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: ki)l 3\S"; I Zakat al-fitri atau Zakah al-fitri

2. Transliterasi 7a’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: d>lb - Talhah

3. Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “2/” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3\ &2 3y - Raudah al-Jannah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik
ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

2

Jooes : Muhammad
3h : al-wudd
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F. Kata Sandang “J! «
1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditulis dengan

menggunakan huruf “/ .

Contoh:01 @ : a/-Qurian

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf syamsiyyal yang mengikutinya, dengan menghilangkan
huruf/ (el) nya.

Contoh:
&V : as —Sunnah
G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam
transliterasi (ini  penulis| menyamakannya 'dengan penggunaan’ dalam bahasa
Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan-huruf kapital pada awal
kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dII.

Contoh:

é\ J’JJ\ ewg\ . al-Imam al-Gazali
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g\.'vl\ c,..J\ . as-Sab‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Aliah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Kl A e : Nasrun minallahi

et ¥ & : Lillahi al-Amr jamia
H. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (*) atau apostrof jika
berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,
maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:
ol pgle sl : Thya’ ‘Ulum ad-Din

I. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

VA e s A& o 3 : wa innallaha lahuwa khair ar-Raziqin
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua agama mempunyai dua esensi yang menjadi dasar agama, yaitu:
doktrin yang membedakan antara yang mutlak dan nisbi, antara yang kenyataan
dan khayalan antara nilai yang mutlak dan nilai yang nisbi; dan metode untuk
mendekatkan diri kepada yang nyata dan mutlak serta hidup sesuai dengan
kehendakNya yang menjadi tujuan dan arti eksistensi manusia.’

Terkadang proses yang dilakukan ‘oleh setiap orang untuk mencapai
kehidupan yang sesuai dengan kehendakNya beragam, tergantung dari kapasitas
keilmuannya dalam memahami kandungan ajafan agama tersebut. Dalam Islam
ajaran agama disebut dengan istilah syari’ah.?

Substansi dari seluruh syari'ah terkandung dalam al-Qur'an yang kemudian
diperjelas oleh sunnah Nabi saw. yang secara bersama-sama membentuk dasar
kedua dari hukum. Selanjutnya keduanya: dipahami dengan bantuan konsensus
masyarakat Islam (ijmak) yang akhirnya sumber-sumber hukum ini dilengkapi
dengan pemikiran analogis (qgiyas) apabila diperlukan. Ijmak dan qiyas adalah

prinsip-prinsip tambahan dan merupakan sumber hukum yang bersifat ijtihadi.

' Seyyed Hossein Nasr, Islam antara Cita dan Fakta, alih bahasa Abdurrahman Wahid,
(Yogyakarta: Pustaka, 2001), him. 1.

2 Secara terminologis syari'ah, menurut Syaikh Mahmud Syaltut, mengandung arti
hukum-hukum dan tata aturan yang Allah Syari'atkan bagi hambaNya untuk diikuti. Walaupun
dalam perkembangan selanjutnya kata Syari'ah tidak hanya digunakan untuk menunjukkan hukum-
hukum Islam yang ditetapkan secara langsung oleh Al Qur'an dan Sunnah, tetapi juga digunakan
untuk hukum-hukum Islam yang telah terkontaminasi oleh pemikiran manusia (ijtihad).
Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), him.
31.



Artinya ijmak dan qgiyas dibangun atas dasar tidak adanya nas yang jelas untuk
menyelesaikan berbagai macam persoalan baru yang muncul ke permukaan.’
Sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur’an dan sunnah, ijmak®
merepresentasikan otoritas terakhir yang menyetujui dan menjamin kebenaran
dari peraturan-peraturan hukum positif dan prinsip-prinsip metodologi yang
disepakati secara umum para ulama Sunmi.’ Salah satu perhatian utama bagi para
teorisi adalah dasar otoritatif alat persetujuan Ijmak dan syarat-syarat dimana
kesepakatan menjadi tak dapat dibatalkan (infallible). Asumsi ini muncul ketika
mereka melakukan pembacaan pada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa

umat Muslim tidak akan mungkin berkonspirasi dalam kesalahan:®

Tl 51 gl (SClad BB] 025 1305 AL e =E Y el 0

Hadis Nabi di atas menyatakan bahwa hukum yang disepakati oleh
pendapat seluruh mujtahid umat Islam pada hakekatnya adalah hukum umat Islam
yang diwakili oleh para mujtahid mereka. Sejumlah hadis seperti yang disebutkan

di atas menunjukkan terhadap kemaksuman (terpeliharanya) umat dari kesalahan.

3 Dahlan Idhami, Seluk Beluk Hukum Islam, (Jakarta: Faizan, 1990), him. 90.

* Kebanyakan ulama usul mendefinisikan Ijmak sebagai kesepakatan semua mujtahid di
antara umat Islam pada masa tertentu setelah wafat Rasulullah Saw atas hukum syara’ mengenai
suatu kejadian atau kasus-kasus tertentu. Lihat ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Fikih, cet.
ke-12 (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), him. 45.

’ Wael B Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, alih bahasa Kusnadiningrat, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2001), him. 110.

% Abd al-Wahhab Khallaf, Im Usid Fikih., hlm. 47.

7 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, “Kitab al-Fitan”, bab as-Sawad al-A’zam, cet. ke-2
(Bairut: Dar al-Fikr, t.t), II: 463-464. Hadis nomor 4014, Hadis dari al-‘Abbas ibn ‘Usman ad-
Dimasyqi dari al-Walid ibn Muslim dari Mu’an ibn Rafa’ah as-Salami, dari ‘Abu Khilf al-A'ma
dari Anas ibn Malik. Hadis ini sanadnya dz’ifkarena di dalamnya terdapat ‘Abu Khilf al-A'ma
yang namanya Hazim ibn ‘Ata’ al-‘Iraqi berkata “hadis ini banyak riwayatnya, di dalamnya terjadi
perdebatan”.



Sehingga ketika umat Islam secara keseluruhan bersepakat dengan jelas (sarih)®
terhadap hukum sebuah masalah, maka hukumnya adalah wajib untuk diikuti.
Ketetapan hukum yang dimiliki oleh ijmak sukuti hanyalah bersifat zanni.
Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya, Ijmak
sharih mempunyai sifat gat’i. Artinya hukumnya dipastikan dan tidak ada jalan
untuk memutuskan hukum yang berlainan dengannya dalam kasus yang sama.
Atau dengan kata lain tidak ada peluang ijtihad dalam suatu kasus setelah terjadi
ijmak yang sarih atas hukum syara’ mengenai kasus tersebut.’ Karena dengan
menentang hasil ijmak, maka secara otomatis tidak mengikuti jalan yang diambil
oleh orang mukmin. Dan Allah swt. telah mengecam orang-orang yang
menentang Rasulullah saw. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang

mukmin dalam firmanNya:

g ovasll Jomw 18 my GAM a5 Lot ga J o)) Gy e

e el g g alaiy J g5 L

Konsekuensinya, adalah. bahwa ia memiliki kekuatan hukum yang

mengikat terhadap umat Islam secara keseluruhan termasuk generasi-generasi

selanjutnya.

¥ Para ulama membagi ijmak — dari segi proses terjadinya — menjadi dua: Pertama, ijmak
sarih. Yaitu jika semua mujtahid sama mengeluarkan pendapatnya dengan ucapan atau tulisan,
menerangkan persetujuannya terhadap pendapat yang telah diberikan oleh seorang mujtahid di
masanya. Kedua, ijmak sukuti. Yaitu jika mujtahid-mujtahid itu berdiam dan tidak terus terang
mengeluarkan pendapatnya, dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Lihat ‘Abd al-Wahhab
Khallaf, Zlm Usul, hlm. 51.

° Ibid., him. 52.

1 An-Nisa’ (4 ): 115.



Secara umum dikatakan bahwa ketidakmungkinan sebuah komunitas
untuk befbuat salah (infallibilitas) sebagaimana dipresentasikan oleh mujtahidnya
tidak dapat dijamin secara common sense. Argumentasi bahwa keseluruhan umat
tidak mungkin sepakat berbuat salah ditolak mentah-mentah dengan alasan
rasional. Karena umat Kristiani secara sepakat berbuat kesalahan secara
keseluruhan telah mengatur diri untuk menyetujui doktrin frinitas. Karena itu teori
ijmak yang menerima ketidakmungkinan berbuat salah lebih didasarkan atas
sebuah otoritas daripada akal, yaitu wahyu. Sifat infallibilitas inilah yang oleh
Ahmad Hassan disebut sebagai hak istimewa (karamah) umat. '!

Tidak heran apabila para ulama usul terlihat menetapkan kualifikasi yang
sangat ketat dalam memperbolehkan seseorang untuk berijtihad. Dan salah satu
diantara persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh para ulama bagi para
mujtahid adalah bahwa ia harus memiliki pengetahuan tentang ijmak. Karena
dengan mengetahui ijmak ulama ia akan mengetahui kasus hukum yang telah
disepakati oleh para ulama.'” Sehingga ia tidak melakukan ijtihad dengan
menetapkan sebuah hukum baru yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang
telah ditetapkan melalui ijmak. Bahkan sebagian pakar hukum klasik berpendapat
bahwa ijmak dapat dicapai tanpa adanya dalil yang dijadikan sandaran."®

Namun dalam pandangan Najmuddin at- Tufi, persyaratan mutlak akan

pengetahuan ijmak untuk seseorang agar ia kompeten melakukan ijtihad seolah-

" Ahmad Hassan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Garnadi, (Bandung:
Pustaka, 2001), him. 145.

' Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Fikih al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1I: 1044.

3 Ahmad Hassan, {jma’, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1985), him.
135.



olah diabaikan. Dalam artian bahwa mungkin seseorang tersebut mengetahui
hukum-hukum apa saja yang sudah ditetapkan melalui ijmak, namun hanya
sebatas pengetahuan an sich, tidak pada wilayah praktis. Karena menurutnya, jika
suatu saat dalam wilayah muamalah terjadi pertentangan (ta ‘arud) antara dalil
maslahat menurut akal manusia dengan apa yang telah dihasilkan oleh ijmak,
maka ketetapan hukum yang didasarkan atas dalil maslahat itulah yang
dipertimbangkan atau digunakan dengan cara bayan.'*

Uraian pendapatnya tersebut akan terlihat lebih jelas, bila mengkaji

penjelasannya dalam mengomentari sebuah hadis Nabi dalam kitab 4/-Arba'in al-

Nawawr:
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Menurutnya, seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah maslahat

bagi umat manusia. Oleh karenanya seluruh bentuk kemaslahatan yang
disyari’atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nas,
baik nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam sejumlah nas.

Maslahat adalah dalil yang paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan

dalam menentukan hukum syara’.'®

" Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, (Yogyakarta: UII
Press, 2000), hlm. 56.

® Imam Malik, al-Muwatta’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, tt) II: 745.
Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Mutawatta’ dari Abu Said secara mursal, Status hadis ini
adalah Hasan. Lihat juga, ‘Abd al-Rahman al-sayih, Risalah fi Ri'apah al-Maslahah li at-Tufs,
(Libanon: Dar al-Misriyah, 1993), him. 23.

*® Yahya ibn Syarifuddin an-Nawawi, Hadi$ al-Arba’in an-Nawawi, (Surabaya: Sali
Nabhan, t.t), him. 87. Hadis nomor 32. Diriwayatkan dari Sa’id ibn Malik ibn Sunan al Khudri
diriwayatkan oleh Malik dan ad-Daruqutni. Hadis berstatus #asan.



Pendapatnya tentang ijmak ini di satu sisi jelas sangat bertentangan dengan
mainstream yang berlaku dikalangan ulama Sunni selama ini. Dan sepertinya
kondisi semacam inilah yang dikatakan oleh Yusuf Qaradlawiy sebagai salah satu
diantara penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para mujtahid
kontemporer dalam melakukan penetapan sebuah hukum, yaitu kontra terhadap
ijmak yang dikukuhkan.!?

Namun di sisi lain, perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan yang
makin syarat dengan kemajuan fasilitas hidup menimbulkan kompleksitas
masalah baru bagi umat Islam. Hal ini disebabkan terjadinya kontak dan saling
mempengaruhi antara Islam dan budaya lain di sekitarnya,'® schingga
meniscayakan adanya upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah tersebut,
yaitu dengan reaktualisasi ajaran Islam.' Konsepsi semacam itulah yang mungkin
mendorong at-Tufi mengeluarkan pendapat yang sangat radikal dengan
menyatakan bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan sebuah kasus dapat
ditetapkan hukumnya meskipun bertentangan dengan ijmak yang dikukuhkan,
sekalipun itu adalah ljmak sarih yang mempunyai kekuatan hukum tetap (gar ).
Wajar apabila ada sebagian ulama yang menilai bahwa pemikiran at-Tufi hanya

akan berakibat pada mengikuti hawa nafsu dan menghalalkan yang haram dengan

" Yusuf Qardlawi, Ijtihad Kontemporer, alih bahasa Abu Barzani, (Surabaya: Risalah
Gusti, 1995), him. 81.

'® Ahmad Hassan, Pintu ljtihad., him. 103.

1 Reaktualisasi ajaran Islam, dalam satu arti, dapat dinyatakan sebagai sebuah upaya
yang didorong oleh penilaian terhadap ajaran agama yang ada dan kaum muslimin sebagai belum
memuaskan untuk menggali apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar agar
dapat dipedomani kaum muslimin dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini yang
kian berubah. Lihat Yusdani, Peranan Kepentingan., hlm. 1.



dalil kemaslahatan.?® Terlebih karena memang pada dasarnya ijmak dalam tataran
konsep dan wilayah praktis ataupun aplikasinya hingga saat ini masih
diperdebatkan oleh para ulama. Alasan inilah yang sepertinya membuat at-Tufi
bersikap skeptik terhadap kegati ‘an ijmak itu sendiri. Seperti yang dituturkannya:

Kami tidak menerima bahwa ijmak itu diterima oleh umat Islam secara

keseluruhan. Sebab orang-orang yang ingkar terhadap ijmak seperti

Nazzam dari kelompok Syi’ah dan kelompok az-Zahiri (yang tidak

mengakui ijmak selain ijmak sahabat), mereka semua menolak ijmak. Jika

ijjmak itu merupakan keputusan gfang diterima secara bulat oleh umat

Islam, mereka takkan menolaknya.*!

Gagasan kontroversial®® inilah yang mendorong penyusun untuk mengulas
lebih lanjut pendapat at-Tufi tentang ijmak yang oleh sebagian ulama dianggap
sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al Qur’an dan Sunnah. Yang
setidaknya diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif
terhadap pendapatnya tersebut.

Sepintas pendapat at-Tufi terkesan sangat menentang terhadap keberadaan
ijjmak. Penentangan semacam ini pun merupakan sebuah kewajaran, karena
memang pada dasarnya pro dan kontra terhadap. [jmak telah muncul seiring

dengan kemunculan ijmak itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan teori ijmak

sejarah telah mencatat bahwa pada periode abad pertengahan, muncullah tiga

20

‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, Masadir at-Tasyri’ al-Islami fi ma la Nassa fihi,
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), him. 35.

*! Mustafa Zaid, Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin at- Tufi, (Mesir: Dar al-
Fikr, 1945), hlm. 113.

2 Penilaian terhadap pendapat at-Tufi sebagai pendapat yang kontroversial semakin
terasa jika dilihat bahwa ia adalah pengikut imam Hanbali. Padahal Ahmad bin Hanbal oleh
sementara kalangan, seperti Dr. Faruq Abu Zaid diberi predikat kaum fundamentalis. Hal ini
disebabkan, ia merupakan tokoh yang mempropagandakan gerakan kembali kepada sumber-
sumber Islam pertama, al-Qur’an dan Sunah secara ketat (fundamentalistis). Lihat Faruq Abu Zaid,
Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis, alih bahasa Husein Muhammad, (Jakarta: P3M,
1986), him. 36



sikap terhadap ijmak yang pada saat itu ijmai( masih dipahami sebagaimana dalam
teori klasik, yaitu sikap yang mendukung teori klasik sepenuhnya, sikap yang
mengakui ijmak setengah-setengah dan sikap yang menolak mentah-mentah.?
Penelitian terhadap pendapat at-Tufi tentang teori ijmak dalam hal ini pun perlu
dilakukan klasifikasi berdasarkan tiga kelompok tersebut. Karena dengan melalui
proses klasifikasi tersebut akan terlihat lebih jelas, dimanakah posisi pemikiran at-
Tufi sebagai salah satu pemikir hukum Islam, khususnya mengenai teori Ijmak.
Yang nantinya akan mempermudah penelitian terhadap pendapat-pendapat at-

Tufi tentang sumber hukum Islam yang lainnya.

B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam wujud karya ilmiah. Pokok-pokok
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pendapat dan argumentasi Najmuddin at-Tufi tentang
ijmak dalam perspektif teori maslahatnya?
2. Bagaimanakah  pengaruh . teori Najmuddin at-Tufi mengenai ijmak

terhadap pemikiran hukum Islam?

» Ahmad Hassan, Jjma’, him. x



C. Tujuan dan Kegunaan
[ Tujuan Penelitian

N

L) Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam

" bagaimana bentuk paradigma pemikiran usul fikih yang dibangun oleh

Najmuddin at-Tufi. Terutama pemahaman metode istinbat hukum ijmak
dan bagaimanakah kedudukannya dalam konstruksi sumber hukum Islam.

2) Menggambarkan dan mengkaji pengaruh yang timbul dari adanya teori at-

~Tufi tentang ijmak dalam perspektif teori maslahatnya terhadap

perkembangan pemikiran hukum Islam.

L\/ b. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia
akademik khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana

pendapat Najmuddin at-Tufi mengenai teori maslahat dan konsep ijmak.

D. Telaah Pustaka
Kajian-kajian mengenai ijmak telah banyak didiskusikan dan ditelaah oleh
para ulama salaf dan cendikiawan muslim kontemporer. Sehingga sampai saat ini
banyak terjadi perubahan-perubahan dalam tataran konsep ijmak itu sendiri.
Karya tulis yang mengkaji tentang ijmak dalam bentuk skripsi juga telah
banyak dilakukan. Seperti Hisyam Zamroni dengan judul skripsinya Pandangan
Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Shiddigiey tentang ijma’. Dalam skripsinya ia berusaha

mengkaji pemikiran Hasbi khusus masalah ijmak dengan segala konsekuensinya
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melalui pendekatan usul, sehingga teori ijmak Hasbi diharapkan menjadi teori
yang utuh dan konkret dan teori tersebut mempunyai landasan dan pijakan yang
kuat dan jelas, yang pada akhirnya dapat dipertanggung jawabkan dan teruji
kebenarannya.**

Asep Dani Adnan menelaah pandangan Imam asy-Syafi’i mengenai ijmak
secara mendalam yang kemudian mencoba menguji relevansinya dengan masa
kekinian. Dalam kajiannya, Asep mengkritik definisi yang diajukan oleh asy-
Syafi’i yang dinilai sangat ketat dan tidak mungkin untuk diaplikasikan pada saat
ini. Karena menurut asy-Syafi’i ijmak hanya terjadi pada persoalan yang telah
diketahui dan telah ditetapkan oleh nas. Seperti kewajiban menjalankan shalat,
puasa ramadhan, haji dan lain sebagainya. Terlebih as-Syafi’i hanya mengakui
ijmak umat.?

Namun sejauh pengamatan penulis terhadap beberapa karya tulis, belum
ada satu pun diantara beberapa karya-karya tersebut yang mengkaji pendapat
Najmuddin at-Tufi secara eksklusif mengenai ijmak, ataupun menjadikannya
sebagai topik kajian utama. Sebagian besat kajian yang mereka lakukan terhadap
pemikiran at-Tufi hanya berkutat atau memberikan porsi yang besar pada wilayah
kontradiksi antara nas dan maslahat, relevansi dan aplikasi teorinya atas beberapa

kasus kontemporer yang menurut mereka memerlukan jawaban yang lebih

representatif.

 Hisyam Zamroni, “Pandangan Prof. Dr. T.M Habi asy-Syiddieqy tentang ijma’ ”
Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 1997)

b

> Asep Dani Adnan, © Pandangan Imam asy-Syafi’i tentang Ijma’ sebagai Sumber
Hukum Islam dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa ini”, skripsi tidak
diterbitkan (Yogyakarta: TAIN Fakultas Syar’iah, 1998)
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Dalam penelitian pustaka tersebut, penyusun menemukan beberapa karya
ilmiah dalam bentuk skripsi maupun tesis yang telah mengulas pemikiran at-Tufi
baik secara panjang lebar maupun hanya sepintas. Diantaranya adalah:

Mustafa Zaid dalam karyanya Masadir at-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin
at-Tufi menjelaskan mengenai pandangan at-Tufi mengenai teori maslahatnya
yang dijadikannya sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam. Dan pada
akhirnya ia mendukung pendapat at-Tufi dengan mencoba memberikan pendapat
bahwa pemikirannya memiliki relevansi untuk digunakan pada persoalan-
persoalan baru yang muncul.”®

Kitab Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah yang disusun oleh Abd al-Rahim
asy-Sayih. Dalam ulasannya ia berusaha menggambarkan teori maslahah at-Tufi
yang diambilnya dari syarah kitab al-Arba’in an-Nawawi. Materi dalam kitab
tersebut hanya mengkaji tentang bagaimanakah at-Tufi’ berargumentasi dengan
teori maslahatnya, serta mengaktualisasikan bagaimana pendapat at-Tufi tersebut
digunakan.?’

Nazly Hanum Lubis dalam tesisnya yang berjudul at-Tufi’ Concept of
Maslahah: a Study in Islamic Legal Theory- membahas tentang perlu adanya

reaktualisasi ajaran Islam saat ini. Menurutnya proses tersebut sangatlah penting

untuk mengimbangi perubahan sosial sebagai sebuah entitas yang tidak akan

2 Mustafa Zaid, Masadir.,

*7 «Abd ar-Rahim as-Sayih, Risalah fi Ri’iyah al-Maslahat li at-Tuff , (Libanon: Ad-Dar
al-Misriyyah, 1993)
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berhenti selama manusia survive. Pencapaian proses tersebut bisa dilakukan salah
satunya dengan menggunakan teori maslahah yang diajukan at-Tufi.?®

Diantara literatur yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia antara lain
buku yang dikarang oleh Yusdani dengan karyanya yang diberi judul Peranan
Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam
Najamuddin at-Tufi. Dalam uraiannya Yusdani mencoba memberikan dukungan
terhadap teori maslahat — yang ia istilahkan dengan kata kepentingan umum — at-
Tufi yang dikalangan ulama diperselisihkan. Dukungannya terhadap teori
maslahah yang diajukan at-Tufi tersebut karena menurut penilaian Yusdani pada
saat ini banyak isu-isu kontemporer yang sangat kompleks yang terkadang tidak
bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan pembacaan atas literal nas dan
metode-metode belakangan yang dirumuskan oleh ulama wsuliyyun yang di
dalamnya terdapat juga konsep [jmak.?

Karya-karya tulis lainnya dalam bentuk skripsi juga banyak ditulis.
Diantaranya Muhammad Dardiri dalam skripsinya yang berjudul Studi tentang
Maslahah Mursalah sebagai Sumber| Hukum ‘Menurut Najmuddin at-Tufi al-
Hanbali. 1a menjelaskan tentang maslahah mursalah menurut persepsi at-Tufi
yaitu memperlakukan nas dan ijmak dalam bidang ibadah dan hukum yang telah

ditentukan kadarnya dan menerapkan prinsip maslahah dalam bidang mu’amalah

% Nazly Hanum Lubsis, ar-Tufi’s Concept of Maslahah: a Study in Islamic Legal Theory,
(Montreal: tnp, 1995), tesis tidak diterbitkan.

® Yusdani, Peranan Kepentingan., him. 1-7
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dan hukum-hukum lainnya. Kajian yang disampaikan Muhammad dalam karya
tulisnya ini hanya sebatas teori, tidak disertai dengan contoh aplikasinya.*

Yulis Rahma menulis pandangan at-Tufi, dengan memberikan tekanan
pada aplikasi teori maslahat at-Tufi dalam skripsinya yang berjudul Teori
Maslahat Najmuddin at-Tufi: Studi terhadap Bunga Bank. la cenderung untuk
menjelaskan kriteria maslahat at-Tufi dan relevansinya terhadap kasus bunga bank

yang menurut sebagian ulama dihukumi haram.’!

E. Kerangka Teoretik

Yurisprudensi Islam pada mulanya didasarkan pada al-Qur’an, sunnah,
ijmak dan giyas.*” Ini merupakan sumber-sumber dasar hukum, yang tampaknya
berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Sumber-sumber yang utama adalah al-
Qur’an dan sunnah, sedangkan ijmak dan giyas pada kenyataannya adalah prinsip-
prinsip tambahan. Keduanya diterapkan jika sumber-sumber asli tidak

memberikan ketentuan mengenai suatu masalah tertentu.

*® Muhammad Dardiri, “Studi tentang Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum
Menurut Najmuddin at-Tufi al-Hanbali”, (Yogyakarta: 1998), Skripsi tidak diterbitkan

! Yulis Rahma, “Teori Maslahat Najmuddin at-Tufi: Studi terhadap Bunga Bank”,
(Yogyakarta: 2001), Skripsi tidak diterbitkan

%2 Al-Amidi membagi dalil menjadi dua bentuk. Pertama, dalil yang sahih menurut
dirinya dan wajib diamalkan. Dalil ini jumlahnya ada lima, yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, Ijmak,
Qiyas dan Istidlal. Kedua, sesuatu yang dikira sebagai dalil sahih tetapi bukan dalil, yaitu syaru
man qoblana, mazhab sahabi, istihsan dan maslahah mursalah. Lihat Syaifuddin Abi al-Hasan
‘Ali bin Abi Bin Muhammad al-Amidi, al-Ihkam i Usdi al- Ahkam, (Libanon: Dar ai-Fikr, 1996),
him. 12.
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[jmak merupakan salah satu doktrin penting yang memainkan peranan
yang menentukan dalam integrasi masyarakat muslim.>* Namun sampai detik ini
pun diskursus mengenai ijmak belum menemukan titik terang, setidaknya untuk
satu definisi ijmak yang diakui oleh ulama secara bersama-sama. Salah satu dasar
utama yang menjadi dalil mengenai eksistensi ijmak adalah Firman Allah swt.
dalam surat an-Nisa’ ayat 115. Menurut pendapat kelompok yang mendukung
adanya ijmak, Allah swt. akan mengancam siapapun yang menentang Rasul dan
mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin. Mereka menafsirkan bahwa

yang dimaksud dengan “jalan orang-orang mukmin” adalah ijmak.>*

Namun at-Tufi sebagai salah satu orang yang menentang akan
berlakunya ijmak menyatakan bahwa ayat tersebut bukanlah ayat yang bisa
dijadikan sebagai sandaran atas berlakunya ijmak. Alasannya adalah bahwa jika
dilihat dari konteks ayat sebelum dan sesudahnya maka sebetulnya ancaman
tersebut bukanlah ditujukan kepada orang mukmin, melainkan pada orang-orang
kafir yang selalu menentang dan menyakiti Rasulullah dan tidak mau mengikuti
jalan yang dititi oleh orang mukmin, sehingga yang dimaksud dengan “jalan kaum
mukmin” sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai “iman”.*’

Ayat lain yang juga dijadikan sebagai dasar penopang adalah firman

Allah swt;

3 Ahmad Hassan, ljma’., hlm. 1.
** Dr. Amir Abdul Aziz, Usil Fikih al-Isiami, (ttp.: Dar as-Salam, 1997), I: 313.

% Yusdani, Peranan Kepentingan., hlm. 40.
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Pengertian wasatan pada ayat tersebut ialah adil dan terpilih. Jika orang
yang adil dan terpilih itu memutuskan sesuatu, hasilnya adalah kebenaran semata,
sedangkan ijmak keluar dari umat yang adil dan terpilih. Karenanya menurut
mereka, ijmak merupakan suatu kebenaran.’’

Sebagai sanggahan terhadap penafsiran di atas, at-Tufi mengatakan
bahwa pengertian adil di sini ialah dalam masalah kebenaran, yang prosesnya
melalui antara yang benar dan tidak benar. Jika dikatakan bahwa predikat ‘adil
bagi umat ini sudah jelas, maka mereka tidak akan sepakat (ijmak) kecuali
bersandar pada yang gar’i. Sementara sebagian ulama usul fikih ada yang
membolehkan berlakunya ijmak dengan dasar giyas atau hadis ahad. Bahkan ada
yang berpendapat bahwa sebetulnya ijmak bisa berlaku tanpa adanya sandaran
sama sekali, sebagai alasan karena umat, jika sepakat terhadap sesuatu, maka
kesepakatan itu hanya pada masalah kebenaran.

Jika pada akhirnya memang ayat tersebut terbukti kuat adalah ayat yang
terkait dengan keberadaan ijmak, maka ja hanya akan mengikutinya dalam
wilayah yang berkutat pada masalah ibadah an sick.3® Karena menurutnya ijmak
terkadang memang tidak mengandung unsur mafsadat dan madarat, namun bukan

tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat bisa mendatangkan kemafsadatan.

% Al-Baqarah (2): 143.
7 Dr. Amir Abdul Aziz, Usi, him. 314.

3% Wahbah az-Zuhaili, Usal, 11: 818.
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Sehingga menurutnya jika suatu saat antara ijmak dan maslahat
bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah penggunaan maslahah dari
pada ijmak. Caranya dengan menggunakan jalan fakhsis atau tabyin terhadap
pengertian ijmak, bukan dengan jalan membekukan berlakunya ijmak. Seperti
halnya ketika Sunnah men-fakhsis al-Qur’an. Karena bertolak dari hadis Nabi di
atas, sebagaimana telah diterangkan dalam bab latar belakang, maka kemaslahatan
adalah dalil terkuat, yang tentunya berlaku pada ranah mu’amalah sebagai
konsekuensi logis dari pengakuan at-Tufi terhadap ijmak dalam masalah ibadah.

[jmak tidak diterima secara universal oleh masyarakat muslim. Pendapat
terhadap ijmak terbagi menjadi tiga kelompok:>® (a) mereka yang percaya pada
teori ortodok tentang ijmak; (b) mereka yang menolak mentah-mentah; (c) mereka
yang mengambil jalan tengah, mempercayai sebagian dan menolak sebagian. Bila
kita kualifikasikan, maka pemikiran at-Tufi masuk dalam kategori kelompok
ketiga yang mempercayai sebagian, dalam arti ia mengakui otoritas ijmak dalam
persoalan ibadat, dan menolak sebagian, karena dalam persoalan mu’amalah ia
lebih mendahulukan ijmak; terlebih bila kita Jihat komentar at-Tafi tentang dalil-
dalil pendukung ijmak di atas.

Dari beberapa keterangan tentang pendapat at-Tufi di atas maka dapat
diketahui bahwa ia mengelompokkan hukum Islam menjadi dua: *°

1) Hukum Ibadah, yang dimaksud dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh

akal secara detail. Pedoman dalam hukum kelompok pertama ini adalah

3% Ahmad Hassan, Jjma’, hlm. 186.

% Ahmad ‘Abd ar-Rahim as-Sayih, Risa/ah., him.6
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nas dan ijmak.

2) Hukum mua’malah, adat, siyasah dunyawiyyah dan sejenisnya yang
makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Landasan dan pedoman
dalam hukum kategori kedua ini adalah kemaslahatan manusia. Baik di
kala ada nas dan ijmak maupun tidak ada.

Tujuan daripada muamalah, semuanya bisa diketahui dengan kesadaran
akal, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan
manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan
kepentingannya. Dengan kalimat yang berbeda, hukum syari’at didasarkan atas
ketentuan bahwa yang menjadi dasar kemanfaatan adalah kewenangan, sedang
yang menjadi dasar kemelaratan dan kerusakan ialah larangan-larangan. Oleh
karena itu, menurut Izzuddin Ibn as-Salam bahwa perintah-perintah yang ada pada
hakekatnya semua itu kembali untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia
dan akhirat, Allah tidak memerlukan kebaktian manusia karena ketaatan orang
yang berbuat taat sama sekali tidak memberi manfaat kepadaNya, dan tidak pula
membebani kerugian kepadaNya kemaksiatan orang yang berbuat maksiat.*!

Menurut asy-Syatibi dengan konsep magasid asy-Syari’ah bahwa konsep

tersebut kandungan tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia, yaitu:

42)@‘:\>MWJLA§MJ£J‘

Dalam ungkapan lain asy-Syatibi menyatakan:

! Izzuddin Ibn ‘Abd as-Salam, Qawd’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Mesir: al-
Husainiyyah, 1326 H), II: 21.

*2 Asy-Syatibi, al-Muwafagat fi Usil al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 2.
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Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqgasid asy-Syari’ah oleh
asy-Syatibi ini, bertolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (taklif)
diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum
Allah dalam pandangan asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan, hukum yang
tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu
yang tidak dapat dilaksanakan)*, dengan kata lain suatu hal yang tidak mungkin
terjadi pada hukum Tuhan. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan
bahwa tujuan hakiki dalam hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga tak
satupun hukum yang diisyaratkan baik dalam al-Qur’an ataupun Sunnah
melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Al-Gazali mendefinisikan maslahat dengan segala sesuatu yang
berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima
macam maslahat di atas, menurut al-Gazali, berada pada skala prioritas dan urutan
yang berbeda dilihat dari sisi tujuannya: Yaitu peringkat primer (daruriyat),

skunder (hajiyyat) dan tersier (tahsiniyyar)®

® Ibid., him. 25.
“ Ibid., hlm. 72.

* Hal ini dijelaskan dalam tema Istisiah dalam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad
al-Gazali, al-Mustasfa min ‘llm al-Usdl, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), I: 285-315



19

Namun kemaslahatan yang dimaksudkan di atas memiliki formulasi

kriteria tersendiri. Al-Bufi menyatakan ada lima kriteria dalam menentukan

maslahat adalah:*®

1. Memprioritaskan tujuan-tujuan syara’
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an
3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan prinsip giyas

5. Memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar

F. Metode Penelitian

L.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode berikut:
Jenis dan sifat penelitian
Jenis penilitian skripsi ini adalah jenis kepustakaan (library
research) yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah
dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa literatur buku, kitab-
kitab maupun jurnal-jurnal yang dianggap relevan dengan kajian ini.
Sedangkan penilitian ini bersifat deskriptif-analistik, artinya
penyusun berusaha menunjukkan pendapat at-Tufi mengenai teori
kemaslahatannya yang selanjutnya dibenturkan pada konsep ijmak yang
dipahami ulama selama ini, menganalisa pendapatnya, kemudian mencoba
menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran

Najamuddin at-Tufi.

“ Muhammad Sa’id Ramdan al-Bufi, Dawdbit al-Masiahah B asy-Syari’ah al-

Islamiyyah, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1977), him. 142
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2. Sifat penilitian
penilitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu dengan memaparkan
pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang ijmak yang nantinya dilakukan

analisis dengan kerangka teori usul fikih.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, penyusun berusaha
mengumpulkan data yang berupa buku-buku yang berkaitan langsung
dengan pendapat at-Tufi sebagai acuan dasar atau pokok primer, seperti
karya Najamuddin at-Tufi yaitu Syarh al-Hadis Arba’in an-Nawawiyyah
dalam Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin
at-Tuff.

Selain menggunakan sumber primer di atas, untuk mempertajam dan
melengkapi penelitian ini, beberapa literatur sekunder juga digunakan
untuk mengkaji teori ijmak Najmuddin at-Tufi. Di antaranya adalah kitab
karya Wahbah az-Zuhaili dalam Usul Fikih al-Islami, katya Ahmad
Hassan yang berjudul Jima’ dan Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah li at-Tufi
yang dikarang oleh Ahmad ‘Abd al-Rahim as-Sayih dan sumber-sumber
lain yang relevan dengan topik pembahasan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara dengan

meniliti konsep-konsep yang terdapat dalam buku kaitannya dengan objek

permasalahan untuk dikaji sebagai landasan berfikir dalam upaya
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menelaah suatu masalah, sehingga dengan demikian akan didapatkan
kesimpulan yang tidak diragukan validitasnya. Adapun metode yang
digunakan adalah:

Deduktif, yaitu melihat pernyataan-pernyataan yang bersifat umum,
kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini
yang digunakan pada bab II dan bab IV untuk menganalisis pendapat-
pendapat at-Tufi terkait dengan pendapat dan argumentasinya dalam
memandang ijmak. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan,
setidaknya, definisi menurut at-Tufi sendiri dan melakukan generalisasi
komentar-komentarnya yang masih bersifat umum. Karena hingga saat ini
memang belum ditemukan definisi yang pasti mengenai ijmak menurut at-
Tufi sendiri.

Induktif, yaita melihat pernyataan yang bersifat khusus, kemudian
dijabarkan menjadi kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Ini
digunakan untuk menerangkan dan memberikan deskripsi tentang konsep
ijmak dalam = tataran; aplikasi yang telah = dianalisa menggunakan
pendekatan deduktif  sebelumnya. Tentunya metode ini akan digunakan

pada bab I'V.

. Pendekatan

pendekatan yang dipakai adalah pendekatan usul fikih, yaitu suatu
pendekatan yang dilakukan dengan jalan mengkaji pemikiran Najmuddin

at-Tufi tentang ijmak dalam kerangka usul fikih. Pendekatan sosial-
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historis juga akan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

berpengaruh pada pemikiran tokoh yang dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah, skripisi ini akan disusun
dalam lima bab. Yang memuat tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi dan
penutub.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunanaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua berisi gambaran umum
tentang ijmak yang terdiri dari definisi dan rukun ijmak menurut para ulama usul
beserta ulasan mengenai pergeseran konsep ijmak dari periode ke periode, dasar
hukum yang digunakan untuk mendukung ijmak, dilanjutkan dengan deskripsi
tentang kedudukannya dalam konstruksi hukum Islam dan peranannya termasuk
juga macam-macam ijmak.

Bab ketiga membahas tentang biografi dan pemikiran Najamuddin at-Tufi
tentang ijmak. Biografi sebagai pijakan untuk melihat latar belakang
kehidupannya secara umum, baik pendidikan, politik maupun sosial budaya yang
melingkupi saat itu. Pemikirannya tentang ijmak yang dijadikan kajian disini
adalah pemikirannya tentang ijmak yang terkait dengan cara pandangnya terhadap
dalil-dalil, kedudukannya, dan kemungkinan terjadinya ijmak secara umum.

Kemudian dipaparkan juga paham maslahat menurut at-Tufi.
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Bab keempat berisi tentang analisa terhadap paradigma usul fikih yang
dibangun oleh at-Tufi dan pemikirannya terkait tentang ijmak yang meliputi
pandangan at-Tufi tentang dalil-dalil yang dijadikan sandaran ijmak, dan
pandangan at-Tufi yang memberi prioritas lebih pada maslahat dari pada ijmak.
Dilanjutkan dengan analisa pengaruh teori ijmak menurut at-Tufi terhadap
perkembangan pemikiran hukum Islam.

Kemudian pada bagian penutup diletakkan pada bab kelima, yang memuat

tentang kesimpulan, saran-saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka dan

lampiran-lampiran.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasan sebagai berikut:

1.

Pendapat at-Tufi tentang ijmak, sebagaimana yang diasumsikan oleh para
ulama seperti Mustafa Zaid, Ahmad Hasan dan lainnya, tidak menolak ijmak
secara mutlak. Karena prioritas teori maslahatnya terhadap ijmak hanya ia
berlakukan pada wilayah hukum yang bersifat mu’malah, bukan pada ranah
ibadah. Hal ini sesuai dengan pembagian hukum Islam yang ia rumuskan.
Pendapatnya tersebut karena menurutnya dalil-dalil yang digunakan oleh para
ulama bukanlah dalil yang menunjukkan akan eksistensi ijmak. Namun bila
pendapat at-Tufi ini dikaji menggunakan kerangka teori bahwa:

b. Hal-hal yang terkait dengan prosedur ritual ibadah tidak boleh
diintervensi oleh akal dan hanya bisa ditetapkan melalui nas dan
ijmak;

c. Ijmak adalah merupakan kesepakatan dari orang-orang muslim — baik
itu secara keseluruhan maupaun hanya dari mereka yang kompeten
ikut melakukan sebuah kesepakatan hukum — yang notabene selalu
menggunakan ijtihad, baik itu berupa penafsiran pada nas maupun

menggunakan metode giyas.
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Maka bisa ditarik Asebuah kesimpulan bahwa dapat diklaim bahwa at-Tufi
sebagai kelompok yang menolak ijmak mentah-mentah. Karena wilayah
ibadah yang ia akui dapat ditetapkan melalui ijmak ternyata bertentangan
dengan konsep bahwa hal-hal yang terkait dengan ibadah tidak dapat
diijtihadi. Konsepsi tersebut berdasarkan argumentasi bahwa semua ketetapan
maupun ketentuan pada ranah ibadah adalah wewenang Syari’ secara mutlak.
Dengan demikian, maka persoalan ibadah tidak memerlukan intervensi akal
manusia (ijtihad) termasuk ijmak yang notabene adalah kesepakatan umat
Islam setelah melalui proses ijtihad. Sehingga, pendapat Imam asy-Syafi’i
yang mengatakan bahwa kompetensi ijmak hanyalah pada masalah-masalah
pokok seperti kewajiban shalat dan puasa tidak dapat diterima.

Kesimpulan selanjutnya yang bisa diambil dari pokok permasalahan pertama
adalah bahwa argumentasi yang dibangun at-Tufi untuk menguatkan
paradigma teori maslahatnyavatas ijmak dengan mengatakan bahwa ijmak
mengandung perselisihan sedangkan maslahat tidak mengandung perselisihan
karena diterima-oleh semua’ kelompok masyarakat muslim, kurang dapat
dipertahankan. Hal ini karena ternyata ada beberapa kelompok yang tidak
menggunakan pertimbangan maslahat dalam menetapkan hukum, melainkan
dikembalikan kepada pada dzahir nas, seperti kelompok Zahiriyyah, dan

dikembalikan kepada Imam, seperti Syi’ah Imamiyyah. selain itu juga
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disebabkan maslahat yang diusung oleh at-Tufi bukanlah maslahat yang
digunakan oleh mayoritas ulama.

Pengaruh pemikirannya terhadap ijmak dalam sejarah perkembangan hukum
Islam kurang dipertimbangkan, disebabkan pola pikimya yang terlalu
mengagung-agungkan akal dalam menetapkan sebuah hukum, bahkan
menurutnya tidak perlu menggunakan pertimbangan nas atau ijmak atau lebih
radikalnya lagi walaupun harus bertentangan dengan nas dan ijmak sekalipun.
Sehingga pemikiran at-Tufi ini kurang mendapat tempat di hati para ulama
yang berakibat pada kurang berpengaruhnya pemikiran at-Tufi tentang ijmak

terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam.

B. Saran-Saran

1.

Penelitian ini hanya sebagian kecil dari pemikiran Najmuddin at-Tufi, karena
itu untuk pengkajian lebih mendalam tentang pemikiran ijmak Najmuddin at-
Tufi dapat dibaca dalam karya-karya yang mengelaborasi pendapatnya
seperti: Mustafa Zaid, Maslahah ﬂ{a&y’)"i ' al-Islami wa Najmuddin at-Tuff,
Mesir: Dar al-Fikr, 1945. “Abd ar-Rahim as-Sayih, Risalah fi Ri’ayah al-

Maslahah i at-Tufi, Libanon: Dar al-Misriyyah, 1993. Yusdani, Peranan

Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Yogyakarta: UIl Press,

2000.
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2. Dari hasil studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah
perbendaharaan ilmiah tetapi juga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk
munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.

3. Semangat kehidupan dan pemikiran Najmuddin at-Tufi seyogyanya
ditanamkan ke dalam generasi baru umat Islam dalam mengembangkan
wawasan keilmuan dunia pemikiran Islam. Oleh karena itu, perlu digalakkan
pengkajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh yang mempunyai etos juang
tinggi dalam mengembangkan agama Islam untuk diambil suri tauladan dan
nilai-nilai positif yang dikandung.

4. Dengan keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha dengan
semaksimal mungkin, tentunya karya tulis ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan, sehingga masih memerlukan saran, tegur sapa dan kritik yang
membangun. Akhirnya, Wallahu a’lamu bi al-sawab wa al-hamdulillahi rabb

al- ‘alamin
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